BAB1

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap keberadaan bank syari’ah di lingkup publik Indonesiq
diawali dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan (selanjutnya disebut UU PI). Pasal 6 huruf (m) UU PI menyebutkan
bahwa nsaha bank umum salah satunya adalah menyediakan pembiayaan dan atau
melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

.Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/ 46/
PBY/ 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah. PBI ini mengatuy
operasional bank syari’ah dalam melaksanakan kegiatannya yang berupd
menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran
dana yang diatur dalam PBI ini adalah wadi‘ah, mudharabah, musyarakah)
murabahah, salam, istishna, ijarah, dan gardh.

Keberadaan peraturan perundangan di atas memberikan peluang yang sangag

besar bagi perkembangan perckonomian Islam khusus
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Kemajuan perekonomian Islam khususnya perbankan syari’ah menjadi
kemenangan bagi masyarakat Muslim karena semakin banyak orang yang
menggunakan jasa bank syari’ah maka semakin banyak pula orang yang
menerapkan Hukum Islam khususnya muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan
alau norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama.
Muamalzh ini mcncakl:lp seluruh aspek kehidupan manusia yaitu pribadi, sosial,
ekonomi, politik, dan budaya. Salsh satu konsep muamalah khususnya dalam
bidang ekonomi adalah dengan adanya larangan terhadap riba.

Riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang
dipinjamican kepada orang lain.! Konsep inilah yang menjadi dasar didirikannya
bank syari’ah. Apabila konsep larangan riba diterapkan maka kegiatan
perekonomian yang adil dan sehat akan terwujud karena tidak ada masyarakat
yang dimgikan.

Salah satu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang paling
'banyak dipilih oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah.
Murabahah adalah akad jual-beli suatu barang di mana penjual menyebutkan
fiarga Jjual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingk'aI keuntungan tertentu
atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.?

Akad dengan prinsip murabahah digunakan oleh para nasabah bank syari’ah
pada saat memerlukan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara

tunai (cash), seperti pembelian. rumah, mobil, perabot rumah tangga, pembelian

'Muhammad, 2002, Manajemen Bank .S)rari ’ah Yogyakarta, UPP AMP YKPN him.41.
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barang-barang materiil dan lain sebagainya. Dalam hal ini prinsip yang digunakan
z-ldalahjual-beli.

Ketentuan pelaksanaan kegiatan pembiayaan dcngﬁn akad murabahah
tersebut terdapat dalam Pasal 9, 10, 11, Peraturan Bank Indonesiaf;‘(PBI) Nomor 7/
46/ PBI/ 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari‘ah. Selain PBI, terdapat
pula aturan lain yang berasal dari Dewan Syari’ah Nasional yang tertuang dalam
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (selanjutnya disebut DSN). Salah satu Fatwa
DSN yaitu; Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUV/ IV/ 2000 tentang Murabahah, di mana
fatwa tersebut menjadi dasar operasional pcinbiayaan dengan prinsip murabahah.

Kegiatan pembiayaan dengan akad murabahah dalam pelaksanaanya seperti
kegiatan perbankan lainnya pasti menghadapi permasalahan. Permz:xsalahan
tersebut sallah satunya yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban antara
bank dan nasabah. Permasalahan yang sering terjadi adalah di mana nasabah tidak
bisa memenuhi kewajibannya sésuai dengan akad yang telah disepakati seperti
terlambat melakukan pembayaran.

Keterlambatan pembayaran ini bisa diakibatkan karena wanprestasi dan bisa |
diakibatkan karena force majewr (keadaan memaksa). Wanptestasi terjadi
"fnémang karena alasan yang disengaja atau lalai sedangkan force majeur tel;iaiii
karena suatu peristiwa atau keadaan yang tidak Iaerduga seperti bencana ‘aldm.
Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada keterlartibatiin

pembayaran akibat force majeur. Force majeur adalah keadaan yang tidak terduga
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bisa berupa bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor, dan gunung
meletus. Keadaan seperti itu pemal'; terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu
gempa bumi tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi tersebut memusnahkan ribuan
rumah dan harta benda di dalamnya. Beberapa diantaranya dibeli dengan
menggunakan akad dengan prinsip murabahah di bank-bank syari’ah di
Yogyakarta dan sekitarnya seperti di Bank Rakyat Indonesia Syarizh Cabang
Yogyakarta. Nasabah menjadi terhambat dan terlambat dalam memenuhi
kewajibannya akibat gempa bumi tersebut. Keterlambatan tersebut bisa
dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah terjadi apabila nasabah sudah diragukan dalam
penyelesaian pembayaran angsuran. Angsuran fersebut terdiri dari hatga pokok
ditambah dengan keuntungan yang disepakati dibagi dengan berapa bulan jangka
waktu pembayaran. Apapun penyebab pembiayaan bermasalah baik karena
wanprestam maupun force majeur, maka harus segera diselesaikan. Hal tersebut
deml menjaga kestabilan operasional penyaluran dan penghimpunan dana oleh
bank. :

Berdasarkan uraian yang telahi discbutian di atas maka perumusan

masalahnya addlah: Bagaimaria penyelesalan pcmblayaan bermasalah aklbat force
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Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan Obyektif
Penclitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan
bermasalah akibat force majeur pada pelaksanaan akad dengan prinsip
murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Tujuan Subyektif
Penelitian ini dilakukan denéan tujuan untuk penyusunan skripsi dalam
memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-l-
Program Studi I[lmn Hukun pada Fakultas Hukum  Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang muamaleh khususnya Hukum Perbankan Syari’ah.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat juga bermanfuat untuk memberikan informasi
kepada masyarakat mengefiai perbankﬂﬂ syari’ah khususnya tentang upaya

penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeur (keadaan memaksa)
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